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	PEMANTAUAN ANGGARAN POLRI
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	Pendahuluan


	
	Sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Pengelolaan Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.  Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Renja dan Anggaran K/L..

Oleh karena itu, pemantauan terhadap penggunaan keuangan negara merupakan langkah strategis guna meminimalis terjadinya penyalahgunaan anggaran baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan, sehingga program, kegiatan, keluaran, dan hasil dapat mencerminkan hasil kinerja yang optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Untuk memberikan pemahaman dan kemampuan melaksanakan  pemantauan anggaran Polri, maka dalam hanjar ini akan dibahas materi tentang ketentuan dan pelaksanaan pemantauan anggaran Polri.:
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	Standar  Kompetensi  

	
	Dapat melaksanakan pemantauan anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Polri
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	Kompetensi  Dasar  

	
	1. Memahami konsep pemantauan anggaran Polri.
Indikator hasil belajar :
a. Menjelaskan dasar hukum yang terkait pemantauan anggaran Polri.
b. Menjelaskan pengertian terkait pemantauan anggaran Polri..
c. Menjelaskan tujuan pemantauan anggaran Polri.
d. Menjelaskan kewenangan pemantauan anggaran..
2. Memahami langkah-langkah pemantauan anggaran Polri
Indikator hasil belajar :
a. Menjelaskan penetapan standar pelaksanaan pemantauan anggaran Polri.
b. Menjelaskan pengukuran pelaksanaan pemantauan anggaran Polri.

c. Menjelaskan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana;

3. Terampil menerapkan langkah-langkah pemantauan anggaran pada Satuan Kerja (Satker).
Indikator hasil belajar :
a. Menetapkan standar pelaksanaan yang meliputi tujuan, sasaran atau aspek yang akan diukur, faktor pendukung dan penghambat, pendekatan, teknik, instrumen, waktu dan jadwal, serta biayanya 
b. Pengukuran pelaksanaan 
c. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana
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	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1
Konsep pemantauan anggaran Polri.
Sub Pokok Bahasan 1


d. Dasar Hukum pemantauan anggaran polri
e. Menjelaskan pengertian terkait pemantauan anggaran Polri.
f. Menjelaskan tujuan tujuan pemantauan anggaran Polri.
g. Menjelaskan kewenangan pemantauan anggaran.
2. Pokok Bahasan 2
Langkah-langkah pemantau anggaran pada Satuan Kerja
Sub Pokok Bahasan 2


Mekanisme pemantauan anggaran

a. Penetapan standar pelaksanaan pemantauan anggaran Polri.

b. Pengukuran pelaksanaan pemantauan anggaran Polri.

c. Kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana;
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	Metode  Pembelajaran

	
	1. Metode ceramah
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang dasar hukum, pengertian, tujuan, kewenangan, mekanisme yang terkait pemantauan anggaran Polri.

2. Metode tanya jawab 
Metode ini digunakan untuk memperjelas dalam materi dasar hukum dan memperdalam materi pengertian, tujuan, kewenangan, mekanisme  yang terkait dengan pemantauan anggaran Polri dan Satker.
3. Metode diskusi
Metode diskusi digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang langkah-langkah pemantauan anggaran Polri.
4. Metode praktek
Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan pembuatan rencana dan laporan hasil pelaksanaan pemantauan anggaran Satker.
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	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, Media, dan Bahan
a. Whiteboard.
b. Komputer/laptop.
c. LCD dan screen.
d. Alat tulis.
2. Sumber Belajar
a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Renja dan Anggaran K/L..
d. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/179/III/2011 tentang Restrukturisasi Program dan Kegiatan Polri.
.
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	Kegiatan  Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 20  menit
Pendidik melaksanakan apersepsi :

a. Perkenalan.   
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.   
c. Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan perserta didik selama pembelajaran.   
2. Tahap inti : 590 Menit

Tahap inti 1 : Penyampaian materi 230 menit
a. Pendidik menjelaskan materi tentang dasar hukum, pengertian, tujuan, kewenangan, mekanisme dan pelaksanaan yang terkait pemantauan anggaran Polri.
b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.
c. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya.
d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mensimulasikan pelaksanaan pemantauan anggaran pada Satuan Kerja.
e. pendidik memfalisitasi jalannya praktek.
Tahap inti 2 : Praktek 360 menit
a. Mekanisme pemantauan anggaran Satker  
b. Mensimulasikan pelaksanaan pemantauan anggaran pada Satker 
3. Tahap akhir : 20 menit
a. Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.

b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.

c. Pendidik memberikan feed back kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran.
d. Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pelajaran.
4. Tes capaian Kompetensi : 90 menit
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	Tagihan / Tugas

	
	Peserta didik mengumpulkan hasil tugas individu berupa mekanisme pemantauan anggaran..
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	Lembar  Kegiatan

	
	Membaca Program, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil pada RKA-KL 
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	Bahan  Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 1

KONSEP PEMANTAUAN ANGGARAN POLRI
1. Dasar Hukum yang Terkait pemantauan anggaran Polri.
a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Stnadar Akuntansi Pemerintah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Renja dan Anggaran K/L.
d. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/179/III/2011 tentang Restrukturisasi Program dan Kegiatan Polri.
2. Pengertian yang terkait pemantauan anggaran Polri
a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL yang meliputi: 
b. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
c. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
d. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
e. Kepala SKPD Provinsi me lakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
f. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
g. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi. 
h. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.
i. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan Kementerian / Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.
j. Program adalah penjabaran dari kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian / Lembaga yang merumuskan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian / Lembaga yang menyediakan kegiatan untuk memperoleh hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.
k. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang membahas tugas dan fungsi unit eselon II / satuan kerja atau penugasan khusus Kementerian / Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai pembaruan dengan indikator Kinerja yang terukur.
l. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan program.
m. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam satu Program.
3. Tujuan, Fungsi dan Prinsip Pemantauan Anggaran Polri.
Fungsi pemantauan (monitoring)             Menurut Wikipedia Indonesia (2012): monitoring (Bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001): monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan.  
a. Tujuan pemantauan 

1) Mengumpulkan data dan informasi 
2) Memberikan masukan tentang kebutuhan 
3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan 
4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat 
5) Mendapatkan informasi kesulitan dan hambatan 
6) Memberikan umpan balik bagi penilaian 
7) Memberikan pernyataan berupa fakta dan nilai

b. Fungsi dari pemantauan   menurut Dunn (1981): 

1) Ketaatan (compliance) 
2) Pemeriksaan (auditing) 
3) Laporan (accounting) 
4) Penjelasan (explanation)  
c. Prinsip dari pemantauan 

1) Monitoring harus dilakukan terus-menerus 
2) Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi 
3) Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan 
4) Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi 
5) Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku 
6) Monitoring harus obyektif 
7) Monitoring harus berorientasi pada tujuan program 
4.    Sasaran pemantauan

a. Program
b. Kegiatan

c. Keluaran

d. Hasil
5. Kewenangan pemantauan anggaran
a. Menkeu selaku Pengelola Anggaran

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)
1) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus).

4) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah

5) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah.

6) Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
b. Kapolri selaku Pengguna Anggaran
1) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Satker di tingkat Pusat dan Kewilayahan.
2) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang anggaran. 

3) Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang anggaran tingkat pusat dan kewilayahan.
4) Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia..
c. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran
1) Mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran yang berada di Satkernya.

2) Memantau pelaksanaan program dan kegiatan dikaitkan dengan penggunaan anggaran.

3) Membuat jadwal rencana penyerapan anggaran yang mengacu pada program dan kegiatan serta alokasi anggaran.
4) Melaporkan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran secara berkala kepada Kapolri cq. Asrena.
POKOK BAHASAN 2

PEMANTAUAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA 

	
	1. Menetapkan standar pelaksanaan pemantauan anggaran polri

Standar pelaksanaan anggaran polri meliputi tujuan, sasaran atau aspek yang akan diukur, faktor pendukung dan penghambat, pendekatan, teknik, instrumen, waktu dan jadwal, serta biayanya 
2. Pengukuran pelaksanaan
Pengukuran pelaksanaan anggaran polri, adalah alat yang digunakan untuk terwujudnya akurasi hasil pemantauan, meliputi :

Output

Outcome

3. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana

2.   Mensimulasikan Pelaksanaan Pemantauan Anggaran pada Satker
Kepala Satuan Kerja dalam pelaksanaan pemantauan anggaran tentulah harus dapatnya mensimulasikan dengan baik antara program, kegiatan, keluaran dan hasil yang dicapai dengan mengacu pada tugas pokok fungsi Satuan Kerjanya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

a. Pelaksanaan Program

Sejauh mana Kasatker dalam memantau pelaksanaan program, apakah telah menyediakan kegiatan untuk memperoleh hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.
b. Pelaksanaan Kegiatan

Sejauh mana Kasatker memantau kegiatan, apakah kegiatan merupakan penjabaran dari program atau tidak. 

c. Keluaran

Apakah keluaran yang dihasilkan telah mendukung tujuan dan program atau tidak.
d.  Hasil
Apakah Hasil telah mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu Program.
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	Rangkuman

	
	Pemantauan Anggaran Polri merupakan suatu upaya dalam rangka meminimalis terjadinya penyalahgunaan anggaran di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga penggunaan anggaran dapat efektif, efesien dan akuntabel

Pemantauan Anggaran Polri meliputi Program, Kegiatan, Keluaran dan Hasil, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan sesuai peruntukannya dalam rangka tercapainya tugas pokok dan fungsi sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran yang ada pada Satuan Kerjanya dalam rangka mendukung terlaksananya Program, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil yang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dijabarkan dalam visi dan misinya..
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	Latihan

	
	1. Jelaskan dasar hukum dalam pelaksanaan pemantauan! 
2. Jelaskan pengertian yang berkaitan dengan pemantauan !
3. Jelaskan tujuan pemantauan!
4. Jelaskan kewenangan pemantauan anggaran!
5. Jelaskan mekanisme pemantauan anggaran!

6. Jelaskan adminisrasi perjalanan dinas jabatan!
7. Simulasikanlah pelaksanaan pemantauan anggaran pada Satuan Kerja!

	
	1. 
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	Lampiran 
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